WALI KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
2. Camat se - Kota Surakarta
3. Lurah se - Kota Surakarta
4. Direktur BUMD se - Kota Surakarta

di -
SURAKARTA
SURAT EDARAN
NOMOR :8/700.1-2:9/2649 TAHUN 2025
TENTANG

LARANGAN GRATIFIKASI DAN PUNGLI PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

1. Latar Belakang
Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.4/0006572 Tahun
2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Larangan Gratifikasi dan Pungli pada
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

2. Maksud dan Tujuan
Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya gratifikasi dan pungli
serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah yang
transparan dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah.

4. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah;

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi;

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitasi Penanaman Modal,

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal,
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha,

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 127 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,

m.Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

. Isi Edaran

Untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan perizinan berusaha di daerah yang

transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Kota Surakarta menghimbau hal-hal

sebagai berikut :

a.

Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya gratifikasi dan

pungli terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di

lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Seluruh Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pemerintah Kota Surakarta

dilarang:

1) Memanfaatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk melakukan
tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan serta
bertentangan dengan peraturan/kode etik.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57111
Telepon (0271) 644644, 666910; Laman www.surakarta.go.id Email : walikota@surakarta.go.id



i3 -

2) Menerima gratifikasi atau hadiah atau imbalan, baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan baik untuk kepentingan institusi, pribadi maupun untuk pihak
lainnya.

3) Meminta imbalan atau hadiah, baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam bentuk apapun kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan berusaha di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

4) Memberikan jaminan penerbitan izin usaha dan perizinan lainnya melalui
mekanisme yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Terhadap seluruh penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
maka wajib melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota
Surakarta melalui aplikasi SIAP GRAKS dengan tautan www.siap.surakarta.go.id,

d. Apabila terdapat para pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap
komitmen ini, dapat melaporkan melalui unit layanan aduan surakarta pada tautan
ulas.surakarta.go.id.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya
dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Aqustus 2025

e

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57111
Telepon (0271) 644644, 666910; Laman www.surakarta.go.id Email : walikota@surakarta.go.id



